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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul 

“Kriminalisasi Opsi Biner”. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1  

 Pengaturan dalam hal untuk memberikan regulasi ulang terhadap opsi biner dengan 

memikirkan dampak-dampak dari opsi biner ini sehingga opsi biner bisa dijadikan sebagai salah 

satu instrument investasi bagi para masyarakat Indonesia. Hal ini penulis katakan karena menurut 

penulis opsi biner ini justru bisa menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berinvestasi atau 

mencari uang. Karena ada beberapa korban yang melapor kerugian atau merasa ditipu oleh 

platform opsi biner ini, maka pemerintah Indonesia menetapkan untuk melarang perdagangan opsi 

biner tanpa memikirkan dampak-dampak positif lain yang dapat kita manfaatkan dengan platform 

opsi biner ini. Pengaturan mengenai opsi biner ini memang belum ada yang secara khusus 

menjelaskan, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi, yang mengatur tentang perdagangan berjangka. Pengkriminalisasian opsi biner sendiri 

dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia melihat dari bahwa opsi biner ini secara 

bebas dan mudah diakses di internet dan dirasa sampai sekarang jika sesuatu hal yang dapat dengan 

mudah diakses menggunakan internet akan sangat sulit untuk diawasi dan dilarang. Pelarangan 

terhadap opsi biner yang kurang maksimal ini membuat hasil yang rancu. Sehingga dalam 

praktiknya sendiri opsi biner sampai saat ini masih dengan sangat mudah diakses. Hal ini menurut 

penulis dikarenakan tidak adanya UU yang secara khusus mengkriminalisasi platform opsi biner 

ini dan juga ketidakjelasan kalau memang dilarang maka siapa juga yang harus dihukum dari 

platform opsi biner ini. 

 

 Sampai sekarang belum ada pengkriminalisasian opsi biner hanya ada pelarangan terhadap 

opsi biner ini. Kriminalisasi dan pelarangan adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya 

dapat terkait dengan pembatasan aktivitas atau praktik tertentu. Kriminalisasi merujuk pada 

tindakan menjadikan suatu perilaku atau aktivitas sebagai tindakan kriminal yang melanggar 

hukum. Ini berarti bahwa pemerintah atau sistem hukum negara tersebut mengeluarkan undang-
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undang atau peraturan yang menyatakan bahwa melakukan tindakan tertentu adalah suatu 

kejahatan yang dapat dihukum. Pelarangan adalah tindakan resmi pemerintah atau badan pengatur 

untuk melarang atau melarang aktivitas tertentu. Ini berarti bahwa pemerintah atau badan pengatur 

mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang mengatakan bahwa aktivitas tersebut tidak boleh 

dilakukan atau dilarang.  

 

5.1.2  

Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa tindakan terhadap platform opsi biner 

di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengeluarkan peraturan yang melarang 

aktivitas perdagangan opsi biner di Indonesia. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen 

dari risiko yang tinggi dan praktik penipuan yang terkait dengan opsi biner. Pemerintah 

Indonesia, melalui OJK dan otoritas terkait, telah meningkatkan pengawasan dan penegakan 

terhadap pelanggaran terkait opsi biner. Mereka bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga 

terkait untuk melacak dan menindak broker atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ilegal 

terkait opsi biner. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya edukasi kepada masyarakat 

tentang risiko dan bahaya yang terkait dengan opsi biner. OJK secara aktif memberikan 

peringatan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap investasi ilegal yang menawarkan opsi 

biner.  

 

pelarangan opsi biner di Indonesia adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk 

melindungi konsumen dari risiko tinggi dan praktik penipuan yang terkait dengan opsi biner. 

Pelarangan tersebut menunjukkan niat pemerintah untuk menangani permasalahan yang ada. 

Efektivitas pelarangan dan upaya lainnya terhadap opsi biner dapat bergantung pada berbagai 

faktor, termasuk tingkat kepatuhan industri dan masyarakat, kemampuan otoritas pengawas 

untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran, dan ketersediaan sumber daya yang 

diperlukan untuk penegakan hukum. Efektivitas dari pelarangan opsi biner oleh pemerintah 

Indonesia masih belum efektif melihat dari kegiatan-kegiatan opsi biner seperti iklah-iklan yang 

masih dipublikasikan secara bebas di internet kurangnya ketegasan mengenai pelarangan opsi 

biner ini membuat para pelaku tidak jerah. Perlu diperhatikan juga untuk kemampuan pemerintah 

Indonesia jika memang ingin melarang perdagangan opsi biner di Indonesia secara tegas. 
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5.2 Saran 

5.2.1 

 Dalam hal ini dengan pelarang terhadap opsi biner yang belum efektif dan 

ketidakmampuan pemerintah untuk mengkriminalisasi opsi biner, maka menurut penulis ada 

saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu adalah untuk melegalkan perdagangan opsi biner di 

Indonesia melihat dari bahwa opsi biner ini berpotensi untuk menjadi salah satu instrument 

investasi bagi para masyarakat Indonesia, tetapi jelas bahwa opsi biner ini harus diregulasi atau 

diawasi secara ketat oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dari risiko tinggi 

dan praktik penipuan yang terkait dengan opsi biner. Regulasi yang ketat dapat mencakup 

persyaratan lisensi untuk penyedia opsi biner, persyaratan modal minimum, larangan praktik 

pemasaran yang menyesatkan, dan perlindungan terhadap praktik penipuan. Regulasi harus 

mewajibkan penyedia opsi biner untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada 

investor. Ini termasuk informasi tentang risiko yang terkait dengan opsi biner, metode perhitungan 

harga opsi, dan hak dan kewajiban investor. Pengungkapan yang jelas akan membantu investor 

membuat keputusan investasi yang informan. Regulasi harus memberikan perlindungan kepada 

konsumen melalui aturan yang melarang praktik penipuan, praktik pemasaran yang menyesatkan, 

dan kegiatan ilegal terkait opsi biner. Hal ini juga dapat mencakup perlindungan terhadap risiko 

yang terkait dengan opsi biner dan persyaratan keuangan yang memadai untuk penyedia opsi biner. 

Regulasi yang baik harus mendorong penyedia opsi biner untuk menyediakan pendidikan dan 

informasi yang memadai kepada investor. Ini dapat membantu investor memahami risiko dan 

peluang yang terkait dengan opsi biner, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang 

informan. Regulasi harus menyediakan kerangka kerja untuk pengawasan dan penegakan hukum 

yang efektif terhadap pelanggaran terkait opsi biner. Ini akan membantu mengidentifikasi dan 

menindak penyedia opsi biner ilegal atau yang melanggar peraturan. Saran-saran tersebut bisa 

menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur Kembali keputusan tentang opsi 

biner. 

5.2.2 

Opsi biner masih dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi bagi masyarakat 

Indonesia, namun dibutuhkan regulasi ulang untuk mempertimbangkan dampak-dampaknya. 
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Meskipun ada beberapa korban yang melapor kerugian atau merasa ditipu oleh platform opsi biner, 

larangan perdagangan opsi biner secara keseluruhan tampaknya tidak efektif dan dapat 

mengabaikan potensi dampak positifnya. Karena pengkriminalisasian opsi biner dianggap tidak 

memungkinkan dan pelarangan belum memberikan hasil maksimal, diperlukan pendekatan yang 

lebih bijaksana dalam mengatur opsi biner. 

Dengan mengacu pada perbedaan antara kriminalisasi dan pelarangan, saran yang dapat diambil 

dari kesimpulan ini adalah sebagai berikut: 

1. Regulasi yang Bijaksana: Pemerintah Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang 

bijaksana dalam mengatur perdagangan opsi biner. Regulasi yang tepat harus 

mempertimbangkan baik potensi manfaat dan risiko yang terkait dengan opsi biner. 

Mengkriminalisasi opsi biner mungkin bukan solusi yang efektif, tetapi regulasi yang tepat 

dapat membantu melindungi para investor dan masyarakat dari risiko yang tidak 

diinginkan. 

2. Perlindungan Konsumen: Fokus harus diberikan pada perlindungan konsumen terhadap 

praktik penipuan dan risiko tinggi yang terkait dengan perdagangan opsi biner. Badan 

pengawas keuangan dan regulator harus bekerja sama untuk mengawasi dan memastikan 

bahwa platform opsi biner yang beroperasi di Indonesia mematuhi standar yang ketat untuk 

melindungi kepentingan para investor. 

3. Edukasi dan Informasi: Pendidikan dan informasi mengenai perdagangan opsi biner harus 

menjadi prioritas. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara 

kerja opsi biner, risiko yang terlibat, dan bagaimana mengambil keputusan investasi yang 

bijaksana. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu membuat 

keputusan investasi yang cerdas dan berinformasi. 

4. Konsultasi dengan Ahli: Dalam mengatur opsi biner, pemerintah dapat berkonsultasi 

dengan ahli keuangan, ekonomi, dan hukum untuk mendapatkan wawasan yang mendalam 

tentang potensi dampak dan solusi terbaik. Pendekatan kolaboratif ini dapat membantu 

menciptakan regulasi yang seimbang dan efektif. 

5. Evaluasi Berkala: Regulasi yang diberlakukan harus dievaluasi secara berkala untuk 

memastikan efektivitasnya. Dengan memantau perubahan tren pasar dan dampak regulasi, 

pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang 

berkembang. 
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Opsi biner bisa menjadi instrumen investasi yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia jika 

diatur dengan bijaksana. Dengan regulasi yang tepat, perlindungan konsumen yang baik, edukasi 

yang memadai, konsultasi dengan ahli, dan evaluasi berkala, opsi biner dapat menjadi pilihan 

investasi yang aman dan menguntungkan bagi para investor tanah air. 
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